NOTA KESEPAKATAN
ANTARA

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

KANTOR CABANG KEBUMEN
DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

DI KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 423/KTR/VI-10/1222
NOMOR : 27 TAHUN 2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Dua
Puluh Dua (30-12-2022) bertempat di Kebumen, kami yang bertandatangan di

bawah ini:
I. TITUS SRI
HARDIANTO

II. ARIF SUGIYANTO

Kepala Cabang Badan Penyelenggara Jaminan
Kesehatan Nasional, berkedudukan di Jalan HM
Sarbini Nomor 100, berdasarkan Keputusan Direksi
Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional
Nomor 51/Peg-04/0121 tahun 2021, tanggal 28
Januari 2021 tentang Mutasi Pegawai Atas Nama Titus
Sri Hardianto, Direktur Utama Badan Penyelenggara
Jaminan Kesehatan Nasional, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama serta sah mewakili Kantor
Cabang BPJS Kesehatan Kebumen, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KESATU.

Bupati Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka
Nomor 1, Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen,
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 Tahun 2021
Tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan
Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020
di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta




PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam
Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri —sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

1.

PIHAK KESATU adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk oleh
Pemerintah Pusat berdasarkan Undang — Undang Nomor 24 Tahun 2011
untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 untuk menyelenggarakan
pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan
yang berlaku;

Bahwa dalam rangka Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat diperlukan sinergi kebijakan
antar pemangku kepentingan jaminan kesehatan nasional sesuai tugas,
fungsi, dan kewenangan; dan

Bahwa penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional memerlukan
dukungan kerja sama, data dan informasi dari PARA PIHAK sesuai
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan :

s

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja
Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);




7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); dan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
371).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen dengan ketentuan dan
syarat — syarat sebagai berikut:

BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

(1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan administratif bagi
PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepakatan
ini.

(2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah wuntuk mengoptimalkan
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Objek dari Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan

Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.

(2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

a. peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten Kebumen yang meliputi Peserta Penerima
Bantuan luran (PBI) dan Peserta Non Penerima Bantuan luran (Non
PBI);

b. peningkatan kepatuhan dan kesadaran Penduduk Kabupaten Kebumen
terhadap kewajiban implementasi program Jaminan Kesehatan
Nasional;




C.

optimalisasi pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif serta digitalisasi (bridging system) di Layanan Fasilitas
Kesehatan;

sinkronisasi sistem dan prosedur pelayanan publik Program Jaminan
Kesehatan Nasional dan;

optimalisasi peran Tim Pencegahan Kecurangan dalam sosialisasi,
pencegahan dan tindak lanjut kecurangan program Jaminan Kesehatan
Nasional.

BAB 11
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 3

(1) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KESATU meliputi:

a.

b.

sosialisasi dan edukasi (public education) program Jaminan Kesehatan
Nasional bagi Seluruh Pemangku Kepentingan di Kabupaten Kebumen;
mengoptimalkan sinkronisasi sistem dan prosedur pelayanan publik
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen;
mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif serta digitalisasi (bridging system) di Layanan Fasilitas
Kesehatan;

mengoptimalkan peran Tim Pencegahan Kecurangan dalam sosialisasi,
pencegahan dan tindak lanjut kecurangan program Jaminan Kesehatan
Nasional;

meningkatkan pelayanan administrasi kepesertaan, kepatuhan dan
kemudahan pembayaran iuran pada Program Jaminan Kesehatan
Nasional; dan

bersama-sama dengan PIHAK KEDUA melaksanakan pemantauan dan
evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen;

(2) Tugas dan tanggungjawab PIHAK KEDUA meliputi:
a. menyusun kebijakan untuk mendukung pelaksanaan Program

b.

Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen;

mengambil langkah-langkah agar Penduduk di Kabupaten Kebumen
menjadi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional;

mendorong sosialisasi kepesertaan program Jaminan Kesehatan
Nasional di Kabupaten Kebumen sesuai peraturan yang berlaku;
melakukan sinkronisasi sistem dan prosedur pelayanan publik
Program Jaminan Kesehatan Nasional;




e. mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi Peserta Program Jaminan
Kesehatan Nasional yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif serta digitalisasi (bridging system) di Layanan Fasilitas
Kesehatan;

f. mengoptimalkan peran Tim Pencegahan Kecurangan dalam sosialisasi,
pencegahan dan tindak lanjut kecurangan program Jaminan Kesehatan
Nasional; dan

g. bersama-sama dengan PIHAK KESATU melaksanakan pemantauan dan
evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Kebumen.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

(1) Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja dan/atau
Perjanjian Kerja Sama;

(2) Rencana Kerja dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepakatan ini dan akan dilaksanakan oleh Unit Kerja atau Perangkat
Daerah yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LOKASI
Pasal 5

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah di Wilayah Kabupaten
Kebumen.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 6 3
Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada
masing-masing PIHAK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal
31 Maret 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.




BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Setiap pemberitahuan dilakukan secara tertulis dikirimkan secara langsung
atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau surat
elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU
Nama
Jabatan
Alamat Kantor

Nomor Telepon
Nomor Faksimile
Email

b. PIHAK KEDUA
Nama

Jabatan

Alamat Kantor
Nomor Telepon
Nomor Faksimile
Email

: BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen
: Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kebumen
: Jalan H.M.Sarbini Nomor 100, Kel. Bumirejo,

Kec. Kebumen

: (0287) 381392

: ke-kebumen@bpjs-kesehatan.go.id

: Pemerintah Kabupaten Kebumen
: Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten

Kebumen

: Jalan Merdeka Nomor 2 Kebumen
: (0287) 381144, 381410
: (0287) 381423

: tapem.kebumenkab@gmail.com

BAB IX
ADDENDUM
Pasal ©

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini dan dianggap
perlu akan diatur dalam addendum atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.




BAB X
PENUTUP
Pasal 10

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK
pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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